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Latar Belakang



G DASAR HUKUM ..

Pasal 17 ayat 2 UU
Nomor 16 Tentang
Statistik

Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional,
Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk memb
angun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Perpres No. 39
Tahun 2019
tentang Satu Data
Indonesia

Pasal 4 ayat (1)

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data.
Pasal 6 ayat (1)

Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Perka BPS No.1
Tahun 2009

Pasal 98-99

Subdit. Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik melakukan
inventarisasi dan mengembangkan, melakukan studi banding daya guna dan
hasil guna, melakukan studi kelayakan daya guna dan hasil guna, serta
melakukan penetapan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik
yang digunakan dalam sensus dan survei.

STATISTICS INDONESIA
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TUGAS PEMBINA DATA

Menetapkan
standar data
yang berlaku
lintas instansi

pusat dan atau
daerah

Menetapkan
struktur yang
baku dan
format baku
dari metadata
yang berlaku
lintas instansi
pusat dan atau
daerah

@O
aln

Memberikan
rekomendasi
dalam proses
perencanaan
pengumpulan
data oleh
K/L/D/I

‘ SATU DATA
INDONESIA

Melakukan
pemeriksaan
3 — ulang terhadap
data prioritas
(Perpres SDI
pasal 13 ayat 1)

Melakukan
pembinaan

. . penyelenggaraan
SDI sesuai dengan
% ketentuan
peraturan

perundang-
undangan

STATISTICS INDONESIA
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& MANFAAT STANDAR DATA 9.

Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi
antar Pembina Data (selaku Badan Pemerintah
yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pembinaan bagi pengembangan dan
pembakuan Standar Data) dengan Walidata dan
Produsen data di setiap Instansi Pemerintah

Membuat data yang dihasilkan dapat

dibandingkan secara nasional dan

internasional dan mudah dibagipakaikan !

INDONESIA

Meningkatkan integritas dataset yang
dirilis oleh pemerintah melalui
standardisasi penyelenggaraan data
pemerintah

Menghindari terjadinya multi standar
penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui
mekanisme harmonisasi data antar instansi
pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan)
pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode
referensi pada data

STATISTICS INDONESIA
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Standar Data Statistik

“ Standar Data adalah standar yang mendasari Data Tertentu.”
(Perpres No. 39/2019 tentang SDI)

‘ SATU DATA
INDONESIA

STATISTICS INDONESIA
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(2" MATERIAL PENYUSUN STANDAR DATA ‘?@535@5.&

Sensus/ @ W,
Survei BPS
PRINSIP
STANDAR
mp O O

Registrasi

Survei K/L K/L

Metadata Baku
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KOMPONEN STANDAR DATA

KONSEP

merupakan ide yang mendasari Data dan
tujuan Data tersebut diproduksi

DEFINISI

merupakan penjelasan tentang Data yang
memberi batas atau membedakan secara
jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan

Data yang lain

SATUAN

KLASIFIKASI

merupakan penggolongan Data secara
sistematis ke dalam kelompok atau kategori
berdasarkan Kkriteria yang ditetapkan oleh
Pembina Data atau dibakukan secara luas

UKURAN
merupakan unit yang digunakan dalam
pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan

merupakan besaran tertentu dalam Data yang
digunakan sebagai standar untuk mengukur atau

menakar sebagai sebuah keseluruhan.

9

SATU DATA
INDONESIA

STATISTICS INDONESIA
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PEMBENTUKAN STANDAR DATA ‘5 o

INDONESIA

A

Identifikasi Penentuan Pembakuan
Indikator/ Cakupan variabel
Variabel Variabel menjadi
Standar Data

Contoh Pembentukan Standar Data Statistik dari Indikator SDGs

Tujuan Pengumpulan Data

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-
laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam
kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Variabel Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur

STATISTICS INDONESIA
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Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran ETE]
Penduduk Semua orang yang berdomisili 1. WNI Jumlah, Orang,
di wilayah Negara Kesatuan 2. WNA persentase persen
Republik Indonesia selama 1
tahun atau lebih dan atau
mereka yang berdomisili kurang
dari 1 tahun tetapi bertujuan
untuk menetap.
Jenis Perbedaan antara perempuan 1. Laki-laki Jumlah, Orang,
Kelamin dengan laki-laki secara biologis 2. Perempuan Persentase Persen
yang ditandai dengan ciri-ciri
fisik tertentu. Jenis kelamin
terbagi atas perempuan dan
laki-laki.
Kemiskinan Ketidakmampuan  dari  sisi Klasifikasi berdasarkan Persentase Persen
ekonomi  untuk  memenuhi Kedalaman Kemiskinan (Poverty
kebutuhan dasar makanan dan Gap Index-P1), Klasifikasi
bukan makanan yang diukur berdasarkan Keparahan
dari sisi pengeluaran. Kemiskinan (Poverty Severity
Index-P2)
Umur Lama waktu hidup sejak Klasifikasi berdasarkan analisis Persentase, Persen,
dilahirkan yang dihitung dalam atau sesuai kebutuhan Jumlah, Tahun
tahun dengan pembulatan ke Rata-rata

bawah atau umur ulang tahun

trmtmrme LS

ILUSTRASI
PEMBENTUKAN
STANDAR DATA

STATISTIK




Tujuan Pengumpulan |: | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai
Data dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen
pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara
kurang berkembang

Indikator : | 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita
Variabel : | PDB, PDB Atas Harga Dasar Berlaku, jumlah penduduk, PDB
per Kkapita
ILUSTRASI
Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan KA

Produk Nilai keseluruhan semua barang 1. PDB atas harga Jumlah Rupiah PEMBENTU N
Domestik dan jasa yang diproduksi dalam berlaku STANDAR DATA
Bruto (PDB) suatu wilayah dalam suatu jangka 2. PDB atas harga

waktu tertentu (biasanya satu konstan STATISTIK

tahun).
PDB Atas PDB atas dasar harga berlaku PDB menurut Jumlah Rupiah
Harga Dasar menggambarkan nilai tambah lapangan usaha
Berlaku barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku
pada setiap tahun

Laju Laju pertumbuhan PDB Per kapita 1. Tinggi Persentase Persen
pertumbuhan merupakan pertumbuhan PDB per 2. Sedang
PDB Per kapita dari periode t-1 ke periode t. 3. Rendah

kapita




Tujuan Pengumpulan |: |Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan

Data semua jenis limbah yang ramah lingkungan

Indikator : |12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi
limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor
industri)

Variabel : | Limbah B3, Jumlah B3 yang terkelola sesuai peraturan
perundangan

ILUSTRASI
Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan

. . . . PEMBENTUKAN
Limbah B3 Sisa suatu usaha dan/atau 1. Limbah B3 dari Jumlah, Ton,
kegiatan yang mengandung B3 Sumber Spesifik persentase Persen STANDAR DATA

2. Limbah B3 dari
Sumber Tidak Spesifik
3. Limbah B3 dari B3
yang Sudah
Kadaluwarsa, Tumpah
dan Bekas Kemasan B3

STATISTIK

Limbah B3 yang Timbulan limbah B3 yang Klasifikasi berdasarkan Jumlah, Ton,
diolah sesuai dikurangi dan/atau dihilangkananalisis atau sesuai persentase Persen
peraturan sifat bahaya dan/atau sifat kebutuhan
perundangan racunnya menurut jenis

pengolahan tertentu sesuai

dengan peraturan

perundangan.




Mekanisme dalam
Standar Data Statistik



RANCANGAN ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA (LINTAS INSTANSI)

[C = = e e e e e e e e e e e e e e e e e e (R — ‘ SATU DATA
INDONESIA

—: mengusulkan

—p: feedback
<= =» : konsultasi
— ==p : pengusulan

langsung by
sistem

- e o o e e e e e e .

&% Indikator
= =3

@™ SDGs
41 Indikator

Atk Strategis BPS

= Bidang Dinas

Bidang

I |
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Faas @b/kota | |‘ | Dinas Prov il 0" o
; :i:i : e ‘g K/L [
Produsen Data I Produsen Data Produsen Data : I
Kab/Kota : Provinsi Pusat l :
| ) !
1 I 1 11 1V
- Sekretariat : i &
_ mmiamm Dinas Lo - Sekretariat ™ Ppusdatin ]
----- Kab/Kot . L BPS RI
.‘ ab/Kota > ‘ Dinas Prov > " K/L o
Walidata Walidata Walidata Pembina Data
Kab/Kota I;rov Pusat *— —~—— Pusat
t
4 55 BPS y = BPS T BPS RI
el sy -
mﬁa Kab/Kota ﬂa Prov ="l Rekomendasi
Pembina Data Pembina Data < » Hasil Review
Kab/Kota Provinsi
Tidak M
P Memenuhi? PR
ox—\ Ya N
Penetapan Review
Portal SDI Standar Data Statistik
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SATU DATA
INDONESIA

@ PELAKU DAN PERAN DALAM PEMBENTUKAN ‘
STANDAR DATA LINTAS INSTANSI

Menyimpan Standar Data dalam Portal SDI

Standar
Data

Tidak Sesuai Tidak Sesuai

7 )

PRODUSEN DATA Prioritas WALIDATA

PEMBINA DATA
— . — .
Mengusulkan Memeriksa Usulan Sesuai * Memeriksa
Standar Data — Standa Data Usulan Standa
Non Prioritas Data

* Menetapkan

\-/ Standar Data

Tidak Sesuai

STATISTICS INDONESIA 16
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&b PENGAJUAN STANDAR DATA d..
. Oleh Produsen Data

INDONESIA

e identifikasi data e mengidentifikasi e mengecek e Melakukan
yang ingin indikator standar data pengajuan
dihasilkan dan/atau variabel statistik yang standar data, jika
e menentukan yang digunakan telah ditetapkan tidak standar
cakupan oleh Pembina data tidak sesuai
penggunaan Data Statistik tujuan
(lintas

instansi/tidak)

STATISTICS INDONESIA 17



4

Dasar rujukan internasional
(jika ada) atau rujukan lainnya
(UU/Peraturan Pemerintah)
yang berlaku lintas instansi

Ketersediaan dan kejelasan
dari standar data (konsep,
definisi, klasifikasi, ukuran

dan satuan) &__/

PEMERIKSAAN STANDAR DATA

Oleh Pembina Data

‘.
‘ u

‘ SATU DATA
INDONESIA

Perbedaan penamaan standar
data statistik yang diajukan
namun memiliki makna yang
sama dengan standar data
statistik yang telah ditetapkan

Penggunaan data yang akan
dihasilkan dari standar data
statistik yang diajukan

STATISTICS INDONESIA
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4

STANDAR DATA
AWAL

PENETAPAN STANDAR DATA ‘ﬁﬁggﬁgg’g

Oleh Pembina Data

Menyerahkan standar data
yang telah ditetapkan ke
Portal SDI

Menetapkan standar data tersebut
sebagai rujukan awal melalui
Peraturan Badan

Mengumpulkan standar data dari
indikator strategis pembangunan

o STANDAR
®e%e DATA USULAN
®
Menyerahkan standar
data yang telah
P ditetapkan ke Portal SDI
o

Menetapkan standar data
paling mutakhir pada rentang
waktu yang disepakati

Menerima usulan pengajuan standar
data dari instansi pusat/daerah

STATISTICS INDONESIA 19



v INSTRUMEN PENGAJUAN ..
STANDAR DATA STATISTIK

Standar Data Statistik yang

Ditetapkan Formulir

Pengajuan Usulan Baru Standar
Data Statistik

STATISTICS INDONESIA 20
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n [ ]
SATU DATA
Standar Data Statistik
ID INDIKATOR Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Indikator KL
133.7  [3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-  |Proporsi pasangan |Perbandingan perempuan usia reproduksi Klasifikasi berdasarkan analisis atau  |Persentase Persen BKKBN
49 tahun) atau pasangannya yang memiliki usia subur (15-49 |(15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin sesuai kebutuhan
kebutuhan keluarga berencana dan tahun) yang menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan
menggunakan alat kontrasepsi metode modern.  |memiliki menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan PUS yang
kebutuhan memerlukan alat kontrasepsi
keluarga
berencana dan
menggunakan alat
kontrasepsi
metode modem
163.7  [3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). Total Fertility Rate [Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada |Klasifikasi berdasarkan analisis atau  |Persentase Persen BKKBN
(TFR) akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola sesuai kebutuhan
fertilitas pada saat TFR dihitung.
175.3  [5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun Pernah Kawin Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat Klasifikasi wilayah menurut provnsi  |Persentase persen BKKBN
yang berstatus kawin atau berstatus hidup pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati
bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum
umur 18 tahun.
185.3  [5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun Usia Kawin Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat Klasifikasi wilayah menurut provinsi  |Persentase persen BKKBN
yang berstatus kawin atau berstatus hidup Pertama perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi
bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan
umur 18 tahun. pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan

STATISTICS INDONESIA

21




" INSTRUMEN JUKNIS STANDAR DATA STATISTIK

3
BADAN [USAT STATISTIK

FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIH|

L Identifilasi Penyelenggars Kegiatan
Nama Instansi Pemerintah

Alamat Langleap Instansi

Kabupaten/Kota

Provinsi

Nama Penanggung Jawab

Jabatan

Il. Penanggung Jawab Pengajuan Indilkator [ Variabel (Contact Person)

Telepon,/Fax

Email

III. Desleripai Singlat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilalulean

.

Indikator/Variabel Yang Diajukan

Cakupan Pengegunaan Variahel*): Linfas Instansi/ Tidak Linfas Instansi

| caret yang tdzk perla

No.

Honsep

Definisi

Klasifikasi

Indikator /Variabel

Ukuran

Satuan

Dasar

Fujukan

g

EADAN [PUSAT STATISTIK

KUC-MSDS

FORMULIR PENGAJUAR PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK
I. Identifikasi Penyelenggara Hegiatan
Nama Instansi Pemerintah

Alamat Lenglap Instansi
Habupaten/Kota

Provinsi

v Indikator/Variabel Yang Lama
Cakupan Penggunaan Variabel®): Linfas hstansi’ Tidak Linfas Instansi
~| coret yang tidak peria
No. | Konsep Variabel Drefinisi Klazifilkasi Ukuran Satuan Diazar
Fujukan
VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:
No. | Indikator /Variabel | Konsep Drefinisi Klazifilca=i Ukuran Satuan Alazan
Pemutakhiran
Jakarta, ... o /2020
Mengetahui,
Kepala

II. Penanggung Javab Pengajuan Indikator Variabel (Contact Person)

Nama Penangpung Jawab
Jabatan
Telepon,/Fax

Email

111 Deskripsi Singkat Kegintan Statistik Yang Akan Dilakukan

STATISTICS INDONESIA 22




ur Sistem Pengajuan

SATU DATA
INDONESIA
-
» 5. Menggunakan Standar
3 Data wang ada
=
g 2.M jukan Lsul J
3 1. Mengidertifikasi -rengajukan JEulan Ya
g Standar Data Kegistan standar data 3
o = [BarusFewvisi) Apakah standar )
Apakah tersedi data sesuai &, Melengkapi 10, Memberikan
pakah tersedia kebutuban? TTask memperbaiki usulan klarifikasifpersetujuan hasil
standar data yang fda derngan alasan rewi e LisLlan
dibutuhkan dalam A
Portal 5017 J Y
=
=
)
=
=
) 3, Melakukan
= .
. Pemeriksaan
L)
=
c
o
=
£ = Apakah usulan 4, Memberikan
% E diperlukan? feedback/rekomendasik
=4 = onfirmasi kepada
& = produsen data
5 9. Melakukankoordinasi
= pembahaszan hasil revevw usulan
= .
=S h( 7. Mengkompilasi pradusen daig:la?:aengan pembina
5 ’L Usulan
-
5
o
e F
r: )
8. M ereview Kompilasi 11, Menetapkan sandar
Usulan data dalam bentuk produk
- hukum
]
= L o
1
=
E r ™y
2l
o 12, Memp ublikasikan
M ELALU I WALI DATA Standardata mE|aIL’"P0rG| —
D1
L A
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FOERMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIE]

I. Identifikasi Penyelenggara Hegiatan

Nama Instanzi Femerintah  : Kementerian Dalam Negeri
Alamat Lengkap Instansi : JI. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2
Eabupaten (Kaota - Jakarta Pusat

Provinsl - DKI Jakarta

II. Penangpgung Javab Pengajuan Indikstor/Variabel [Contact Person)

Nama Penanggung Jawab  :Fulan

Jabatan -Kepala Seksi Standar Data
Telepon /Fax 085725263947

Email “fulan@muslim.com

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

FORMULIR
PENGAJUAN
USULAN BARU
STANDAR DATA
STATISTIK

Instrumen Pengajuan Usulan
Baru Standar Data Statistik
digunakan ketika
Kementerian/Lembaga tidak
menemukan Standar Data

Statistik yang dibutuhkan




A

1C1 1 SATU DATA
INDONESIA
Contoh Pengisian Formulir (1)
INr. Indikator f Variabel Yang Diajukan
Caluparn Pengrunaan Variabel): Linfas mstansy Tidak Linfas Instansi
=] coret yAang ddek perlo
Konsep . . . P .
No Indikator/Variabel Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan
1 |Penduduk Orang yang menjadi |1. WNI Jumlah, persentase Orang, persen System National
residen di negara 2. WNA Account 2008
dimana mereka
punya hubungan
kuat dengan mana
mereka membentuk
pusat kepentingan
ekonomi yang
dominan selama satu
tahun atau lebih.
Jakarta, / /2020
Mengetahui,
Hepala o
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Contoh Pengajuan Usulan Baru Oleh

— Kementerian Perindustrian RDOESA
FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK
Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Perindustrian
No. [ Konsep Indikator/Variabel Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan
a. Pemerintah Pusat persentase persentase a. UU No.3 Tahun 2014
2 |Persentase Kepemilikan |Persentase Kepemilikan Modal b. Pemermtah Daerah b. PP No.2 Ta?hun 2017
c. Swasta Nasional ¢. Permenperin 38 Tahun 2018
d. Asingl2 d. Permenperin 2 Tahun 2019
Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam |a. PMA Nilai rupiah a. UU No.3 Tahun 2014
modal (investment), baik oleh Penanam Modal b. PMDN b. PP No.2 Tahun 2017
3 |Nilai Investasi Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal ¢. Permenperin 38 Tahun 2018
Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah d. Permenperin 2 Tahun 2019
negara Republik Indonesia.
a. PLN a. Volume Daya a. Satuan daya |a. UU No.3 Tahun 2014
Penggunaan tenaga listrik L . b. Non PLN b. Nilai b. rupiah b. PP No.2 Tahun 2017
11 . Penggunaan tenaga listrik untuk proses produksi . . .
untuk produksi c. Pembangkit Sendiri c. Permenperin 38 Tahun 2018
d. Permenperin 2 Tahun 2019
a. Kapasitas Daya Terpasangfd a. Kapasitas Daya [a. Satuandaya [a.UU No.3 Tahun 2014
" Pembangkit listrik yang  |Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan untuk  |P- Tenaga listrik yang dibangkitkan b. Nilai b. rupiah b. PP No.2 Tahun 2017
dimiliki perusahaan memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ¢. Permenperin 38 Tahun 2018
d. Permenperin 2 Tahun 2019
a.fanah Nilai rupiah a. UU No.3 Tahun 2014
b.Bedung b. PP No.2 Tahun 2017
16 Pengeluaran untuk sewa Pengeluaran untuk sewa maupun kontrak c.Besin dan Peralatan c. Permenperin 38 Tahun 2018
atau kontrak d.Bain-lain d

. Permenperin 2 Tahun 2019

STATISTIC’ DONESIA
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FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAEHIRAN STANDAR DATA STATISTIK
I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instanzi Pemerintah  © Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi - )|, Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2 FORMULIR
Gambir, Kecamatan Gambir

Kabupaten /Kota * Jakarta Pusat PENGA]UAN
Provinsi * DKI Jakarta PEMUTAKHIRAN
STANDAR DATA
I1. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Persomn) STATISTIK
MNama Penangpung Jawab - Fulan
Jahatan - Kepala Seksi Standar Data Instrumen Pengajuan Usulan
_ Pemutakhiran Standar Data
Telepon /Fax - 085725263947
Statistik digunakan ketika
Erel : fulan@muslim.com

Kementerian/Lembaga

menemukan Standar Data yang

I11. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan :
dibutuhkan namun standar data

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui yang tersedia tidak sesuai yang
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan diinginkan.
pembangunan sektor lain.




el

Contoh Pengisian Formulir (2)

SATU DATA
INDONESIA

.

Indikatorf Variabel Yang Lama

Calapan Pengepunaan Variabel™): Lindas mstansy TTdak Lindas mstanst

Konsep . . . .ps . .
No Indikator/Variabel Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan
1 | Penduduk Penduduk adalah Warga Negara Indonesia(l.  WNI Jumlah, Orang, |System National
(WNI) dan orang asing yang bertempat 2. WNA persentase persen  fAccount 2008
tinggal di wilayah Indonesia dan telah
menetap/ berniat menetap selama
minimal 1 tahun.
VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi-
No Indikator/Variabel Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan
1 | Penduduk Penduduk  |Warga negara Negara 1. WNI [Jumlah, Orang, Undang-
Indonesia dan Orang 2. WNA | persentase | persen Undang No. 24
Asing yang bertempat Tahun 2013
tinggal di Indonesia.
Jalcarta, e ffen f2020
Mengstahui,
Hepala ...
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Pengajuan dilakukan melalui tautan
https://s.bps.go.id/standardataSDI

atau mengirimkan usulan melalui
email baku@bps.go.id
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STATISTICS INDONESIA
L]

SATU DATA
INDONESIA

(5 ‘_ RANCANGAN ALUR PENETAPAN STANDAR ‘
- DATA TIDAK LINTAS INSTANSI K/L PUSAT

4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-
A
v
<
‘nﬁﬂ?\\?
ITe
I
I
I
I
I
i
L
4
&

: . -——
A y , L e M >
Penetapan Standar Data ementerian Pembina Data portal SDI
Tidak Lintas Instansi /Limbaga Pusat orta
usat

<« : Koordinasi/Konsultasi/Rekomendasi

- =% : Menghasilkan == : melaporkan/menyimpan
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/il RANCANGAN ALUR PENGAJUAN USULAN d..
~ STANDAR DATA TIDAK LINTAS INSTANSI

)
|
: =i .
| === [ — g
I : Produsen Data ! |
: : Pusat
I I Pusat
I I
! v ‘:1? i
cand K/L Produsen Data Pembina Data
Pen.etapa.n tandar Da.\ta Pusat Provinsi Prov
Tidak Lintas Instansi N
1
' 2
: — %'::Fr i
b ———— iith «— B |
Produsen Data Pembina Data
Kab/Kota Kab/Kota

Portal SDI

<« : Koordinasi/
Konsultasi/
Rekomendasi

- =3 : melaporkan

== : Menghasilkan
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[sl») HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DINAS/INSTANSI ‘
~  DAERAH UNTUK STANDAR DATA STATISTIK (SDS) (1)

Standar data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Menteri atau kepala
Instansi Pusat (SDS tidak lintas instansi).

K/L Pusat (SDS tidak lintas instansi) wajib disosialisasikan dan digunakan oleh

. SDS yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik Pusat (SDS lintas instansi) dan
02
Produsen dan Walidata di Pusat dan Daerah.

Pembina Data Statistik Pusat menetapkan SDS lintas instansi namun bukan berarti
semua data ada dan dihasilkan oleh Pembina Data Statistik. Pembina Data Statistik
Daerah berkewajiban mensosialisasikan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan
oleh Pembina Data Statistik di wilayah kerjanya.

Peran Walidata Daerah (Diskominfotik/Satker yang ditunjuk sebagai walidata) agar
dimaksimalkan untuk selalu update perkembangan SDS terbaru dan memeriksa
pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Data.

STATISTICS INDONESIA




[sl») HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DINAS/INSTANSI ‘
~ DAERAH UNTUK STANDAR DATA STATISTIK (SDS) (2)

Instansi Daerah segera berkoordinasi sedini mungkin dengan K/L Pembina terkait
standar data statistik lintas instansi dan tidak lintas instansi yang akan digunakan di
Instansinya (Provinsi dan Kab/Kota).

Instansi Daerah dapat berkonsultasi dan meminta rekomendasi SDS tidak lintas
instansi kepada Pembina Data Statistik Daerah. Rekomendasi yang dimaksud hanya
sebatas saran/arahan/pembinaan.

Pembina Data Statistik di daerah mengarahkan untuk menggunakan SDS yang
ditetapkan Pembina Data Pusat atau mengajukan SDS melalui instansi
Pembinanya/Induknya.

Dalam hal pengajuan SDS baik daerah maupun pusat harus mempertimbangkan
rentang waktu pengajuan/pemutakhiran SDS dengan pelaksanaan kegiatan statistik
dimana SDS akan digunakan.
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‘ SATU DATA
INDONESIA

Pengembangan Standar Data Statistik
di K/L/D/I



(5__/, Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya? ‘

INDONESIA
Siapa saja bisa‘ e Kumpulkan referensi
o sebanyak mungkin
Peningkatan ‘ ‘

l;gl;;mtas Ajukan saat Fase Specify
perencanaan — Ne.eds dan
kegiatan (t-2) Design dalam
GSBPM
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Penanggung jawab/perwakilan Produsen Data
yang melakukan pengajuan usulan standar data

Peran

F . l Berkoordinasi dengan Walidata jika terdapat
ungSIOna rujukan baru yang ingin digunakan namun belum

Statistisi tercakup di standar data

Bertanggung jawab terhadap konsistensi
standar data di unit kerja sektornya
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‘ SATU DATA
INDONESIA

Penggunaan Kode Referensi Dalam

Mendukung SDI

STATISTICS INDONESIA
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il PENGGUNAAN KODE REFERENSI DALAM ‘

MENDUKUNG SDI

Pasal 3:

Data yang dihasilkan oleh
Produsen Data harus
menggunakan Kode
Referensi dan/atau Data

Induk. KB L I

Pasal 10 (3):

Dalam pembahasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Forum Satu
Data Indonesia tingkat pusat
menyepakati:

a. Kode Referensi dan/atau

Klasifikasi
Baku
Lapangan
Usaha
Indonesia

Data Induk; dan Digunakan
b. Instansi Pusat yang unit oleh OSS
kerjanya menjadi Walidata Ur_lt_llk
atas Kode Referensi perizinan
dan/atau Data Induk usaha
tersebut.

KBJI

Klasifikasi
Baku Jabatan
Indonesia

Digunakan
dalam
sertifikasi
profesi

SATU DATA
INDONESIA

Kode Referensi yang Dikembangkan oleh BPS

KBKI

Klasifikasi
Baku
Komoditas
Indonesia

MFED

Master File
Desa dan
wilkerstat

Digunakan
dalam
pengkodean
barang
expor impor

Digunakan
dalam
pengambilan
sampel
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;. ‘ SATU DATA
INDONESIA

TERIMA KASIH
www.bps.go.id
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